
BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) 
Ur ung-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah dan 
pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019  tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah, 
Gubernur/Bupati/Wali  Kota wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 
2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerb.h (DPRD) 

tuk memperolch persetujuan bersama; 
r PA  RA F  PEMRAKARSA.  b hwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

ndapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 
$ agaimana dimaksud pada huruf a, merupakan 

rwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
hun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum 

A BD sena Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
y ng tclah di scpakati Pemerintah Daerah bersama DPRD 
p da tanggal 24 bulan Agustus tahun2020; 

c. b hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 
2021. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ter.tang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik lndone&a Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemcrintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Kcuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah 
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Pcrubahan Peraturan Pemerintah Nomoe 23 Tahun 2005 
tcntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemcrintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dcwan Pcnvakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemcrintah 
Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lemabaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tabun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pernerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 ter.tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42); 

18. Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Pcraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pcnjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Pcraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 525); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565); 



20. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pcngelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengclompokan Kemampuan Keuangan Dacrah 
serta Pelaksanaan dan Pcrtanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, clan tertib 
administrasi  pengajuan, penyaluran dan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan 
Partai Politik; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

24. Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0832/KUM/2020 
Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
Dan Rancangan Peraturan Bupati Kotabaru Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 
2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 
Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Nomor 21); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 

Menetapkan 
 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan : 

Pasal 2 

APBD terdir: alas pcndapatan daerah, belanja daerah, dan pcmbiayaan 
dacrah. 



APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021 Berjumlah 
Rp1.623.011.246.181,00(satu triliun enam ratus dua puluh tiga milyar 
sebelas juta dua ratus empat puluh cnam ribu seratus delapan puluh 
saw rupiah) terdiri atas Pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut 

a. Pendapatan Daerah Rp1.573.547.323.163,00 

b. Belanja Daerah 
	

Rp1.623.011.246.181,00 

Surplus/ (Defisit) Rp(49.463.923.018,00) 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan 	 Rp49.463.923.018,00 

2. Pengeluaran 
	

Rp0,00 

Pembiayaan Netto Rp49.463.923.018,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Bcrkenaan Rp0,00 

Rased 3 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.573.547.323.163,00 :satu 
triliun lima ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus empat puluh tujuh 
juts tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus cnam puluh tiga rupiah). Yang 
bersumber dari : 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang salt 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a 
direncanakan sebesar Rp129.680.311.737,00 (seratus dua puluh 
Sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sebelas ribu 
tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas ; 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekakayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. Lain-1&n pendapatan ash daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunif a 
direncanakan sebesar Rp55.194.651.563,00 (lima puluh lima milyar 
seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu 
lima ratus enam puluh tiga rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp6.469.664.694,00 (enam milyar empat ratus 
enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu enam 
ratus Sembilan puluh empat rupiah). 

(4) Hasil pcngclolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hung c direncanakan scbcsar 
Rp12.120.000.000,00 (dua betas milyar seratus dua puluh juta 
rupiah). 



(5) Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada aya: (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.895.995.480,00 
(lima puluh lima milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta 
Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh 
rupiah). 

Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer scbagaiman dimaksud dalam pasal 3 huruf b 
direncanakan scbcsar Rp1.389.011.710.231,00 (saw triliun tiga ratus 
delapan puluh scmbilan milyar sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu 
dua raft's tiga pululi satu rupiah), yang terdiri atas ; 

a. Pcndapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a direncanakan scbcsar Rp1.273.191.486.000,00 (satu 
triliun dua ratus tujuh puluh tiga milyar seratus sembilan puluh satu 
juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan scbesar Rp115.820.224.231,00 (seratus lima 
bclas milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat 
ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah). 

Pasal 6 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 3 .rturuf c direncanakan sebesar Rp54.855.301.195,00 (lima 
puluh empat milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus satu 
ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan 1-libah; 

b. Dana darurat; 

c. Lain-lain  pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp10.843.101.195,00 (sepuluh milyar delapan 
ratus empat puluh tiga juta seratus satu ribu stratus Sembilan puluh 
lima rupiah). 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp44.012.200.000,00 (empat puluh empat milyar dua belas 
juta dua rants ribu rupiah). 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp1.623.011.246.181 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga milyar 
sebelas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh 
satu rupiah), yang terdiri atas; 



a. Bclanja operasi; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; 

d. Belanja transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
a direncanakan sebesar Rp1.097.282.308.852,00 (satu triliun 
Sembilan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga 
ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang clan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah; dan 

f. Belanja bantuan sosial 
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp605.680.322.242,00 (enam rams lima milyar 
enam ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua 
ratus empat puluh dua rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp420.668.646.802,00 (empat ratus dua puluh 
milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh 
enam ribu delapan ratus din rupiah). 

(4) Belanja bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol) 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). 

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp43.797.208.048,00 (empat puluh tiga milyar 
tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu empat 
puluh delapan rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I 
direncanakan sebesar Rp27.136.131.760,00 (dua puluh tujuh milyar 
seratus tiga puluh enam juta scratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus 
enam puluh rupiah). 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf 
b direncanakan sebesar Rp267.184.141.029,00 (dua ratus enam puluh 
tujuh milyar scratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh 
satu ribu dua puluh Sembilan rupiah), yang terdiri alas: 

a. Belanja modal ta.nah 
b. Belanja modal peralatan dan mesin. 



c. Belanja modal gedung dan bangunan. 

d. Bclanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. 

e. Belanja modal asset tetap lainnya; dan 

f. Belanja modal asset tidak berwujud. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dircncanakan sebesar Rp232.600.000,00 (dua ratus tiga puluh dua 
juta enam ratus ribu rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 69.417.973.610,00 (enam puluh 
Sembilan milyar empat ratus tujuh belas juta Sembilan ratus tujuh 
puluh tiga ribu enam ratus scpuluh rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.572.070.492,00 (enam 
puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh ribu 
empat ratus Sembilan puluh dua rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dircncanakan sebesar Rp129.192.241.602,00 (seratus 
dua puluh Sembilan milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua 
rams empat puluh satu ribu enam ratus dua rupiah). 

(6) Bclanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp6.769.253.325,00 (enam milyar tujuh 
ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga 
ratus dua puluh lima rupiah) 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). 
Yang terdiri F_tas belanja tidak terduga. 

Pasal 11 

(1) Anggaran bclanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
d direncanakan sebesar Rp254.544.796.300,00 (dua ratus lima puluh 
empat milyar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus Sembilan 
puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas: 

a. Bclanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belatija bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
direncanakan sebesar Rp5.575.000.000,00 (lima milyar lima ratus 
tujuh puluh lima juta rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp248.969.796.300,00 (dua ratus empat 
puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh 
ratus Sembilan puluh enam ribu tiga rams rupiah). 



Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan 
sebesar Rp49.463.923.018,00 (empat puluh Sembilan milyar empat ratus 
enarn puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu ciclapan belas 
rupiah), yang tcrdiri atas: 

a. Penerimaan pcmbiayaan; dan 

b. Pengeluaran pcmbiayaan 

Pasal 13 

(1) Anggaran peneriinaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp49.463.923.018,00 (empat 
puluh sembilan milyar empat ratus cnam puluh tiga juta sembilan 
ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. Hasil penjualan lcekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan kembali pinjaman daerah;dan 
e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

pen:At:ran perundang-undangan. 

(2) Sisa lebili perhiturigart anggaran Lahti!' sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp49.463.923.018,00 (empat puluh Sembilan milyar empat ratus 
enarn puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas 
rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). 

(4) Hasil penjualan kckayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nob. 

(5) Pencrimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan scbcsar Rp0,00 (nol). 

(7) Penerimaan Pcmbiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol), yang terdiri atas: 
a. Pcmbcntukan Jana cadangan; 
b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pcmbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
d. Pemberian pinjaman daerah; dan 
c. Pcngcluran pcmbiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 



(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol) 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). 

(4) Pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). 

(5) Pembcrian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 
daerah mengakibatkan terjadi surplus/ (defisit) sebesar 
Rp(49.463.923.018,00) (empat pulul: Sembilan milyar empat ratus 
enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan 
belas rupiah). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 
terhadap  pengeluaran  pembiayaan direncanakan  sebesar 
Rp49.463.923.018,00 (empat puluh Sembilan milyar empat ratus 
enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan 
belas rupiah). 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah 
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan 
dalam peraturan ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotabaru tahun 
anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu 
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 
selanjutnya disampaikan clalain Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Kcadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial danjatau 
kejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasional pencairan dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 
pelayanan public. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakal 
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat 
peraturan perundang-undangan; dan/a.tau 



d. Pengeluaran dacrah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbullkan kerugian yang lcbih besar bagi pemerintah daerah 
clan/ atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotabaru ini terdiri daH: 

1.  Lampiran Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelc.nlipok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan. 

2.  Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 
Urusan Pcmerintah Daerah dan Organisasi; 

3.  Lampiran III Rincian APBD menu rut Urusan Pemerintah 
Dacrah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

4.  Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurul Urusan Pemcrintah 
Daerah, Organisasi, Program, Kcgiatan beserta 
Hasil dan Sub Kcgiatan Beserta Keluarannya. 

5.  Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan 
Fungsi Dalam Kcrangka Pengelolaan Keuangan 
Ncgara; 

6.  Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7.  Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 
Rancangan APBD; 

8.  Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kcgiatan dan Sub Kegiatan 
pada RKPD dan PPM dengan Rancangan APED; 

9.  Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan 
Program Prioritas Daerah; 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 

13. Lampiran XIII 

14. Lampiran XIV 

15. Lampiran XV 

16. Lampiran XVI  

Daftar Jumlah Pcgawai per Golongan dan Per 
Jabatan; 

Daftar Piutang Dacrah; 

Daftar Penyertaan Modal Dacrah clan Invcstasi 
Dacrah Lainnya; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 
Met Tetap Daerah dan Aset Lain-lain; 

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Malty Years); 

Daftar Dana Cadangan; dan 

Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 18 

Bupati menetapkan peraturan Bupati Kotabaru tentang Penjabaran 
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah scbagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD. 



S.  ED FAR 

Pasal 19 

Peraturan dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan perundangan 
peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah 

Ditetapkan di Kotabaru 
p da tanggal 28 Desember 2020 

BUPATI KOTABARU, 

Diundangkan di Kotabaru 
a nggal 28 Desember 2020 

SE
V

RETA IS DAERAI-I KABUPATEN KOTABARU 

SAID AKHMAD 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020 NOMOR 9 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN : (9-80/2020). 

Wr fel f  a• 

PARAF VOORD1NASI  
v7.,,• 
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